
MK Minta Keterangan Kemendagri, Kemenkumham, dan Duta Besar 

dalam Sidang Pilkada Sabu Raijua 
 

Jakarta, 6 April 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pemeriksaan lanjutan perkara Perselisihan 

Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua pada Selasa (6/04), pukul 09.00 WIB dengan agenda 

mendengarkan keterangan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Duta Besar Amerika 

Serikat di Indonesia, dan Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat. Persidangan yang teregistrasi dengan Nomor 

134/PHP.BUP-XIX/2021 digelar secara daring dan luring ini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar 

Usman. 

Pemohon yang terdiri dari Herman Lawe Hiku, Marthen Radja, dan Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi 

Sabua Raijua, Yanuarse Bawa Lomi merupakan penduduk Kabupaten Sabu Raijua. Pada berkas permohonan, 

Pemohon menyatakan memang tidak mempunyai kedudukan hukum dan melewati tenggat waktu pengajuan 

permohonan sesuai dengan ketentuan PMK Pilkada 2020. Akan tetapi, Pemohon menegaskan bahwa 

permohonan yang diajukan bukan hanya semata-semata sengketa suara, melainkan mempersoalkan isu 

konstitusionalitas, hukum, dan moral dalam rangkaian tahapan Pilkada yang cacat formil.  Menurut Pemohon, inti 

pelanggaran konstitusional terletak ketika diketahui bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas 

nama Orient Patriot Riwu Kore dinyatakan secara resmi oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta tanggal 

1 Februari 2020 bahwa yang bersangkutan merupakan warga negara Amerika Serikat. Sehingga Pemohon menilai 

bahwa fakta tersebut mengindikasikan terjadinya berbagai pelanggaran hukum karena yang bersangkutan telah 

melakukan kebohongan dan tidak memiliki hak dalam urusan pemerintahan serta penetapan Termohon sebagai 

Paslon yang ikut serta dalam Pilkada tidak memenuhi syarat formil. Apalagi Paslon 2 memperoleh suara terbanyak 

dan fakta tersebut baru diketahui setelah Termohon menetapkan hasil rekapitulasi suara.  

Pada sidang sebelumnya. Senin (8/3) lalu, Sophar Malu Hutagalung selaku kuasa hukum menegaskan bahwa 

Orient P. Riwu Kore tak pernah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan sebagai Warga Negara 

Indonesia (WNI). Hal ini ditegaskan oleh Sophar Malu Hutagalung selaku kuasa hukum Pasangan Calon Nomor 

Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan M. Thobias Uly (Pihak Terkait) dalam sidang Perselisihan Hasil 

Pemilihan Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 (PHP Bupati Sabu Raijua). Sementara itu, Bawaslu mengirim surat 

kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua agar melakukan penelusuran dan memastikan keabsahaan persyaratan 

karena Orient telah lama tinggal di luar negeri. Namun KPU Kabupaten Sabu Raijua tidak memberikan tanggapan 

ataupun menindaklanjuti surat tersebut. Sedangkan KPU bersikukuh telah memverifikasi keabsa han dokumen-

dokumen pada tahapan verifikasi administrasi dokumen pencalonan dan dokumen syarat pencalonan pasangan 

tersebut. 

Selanjutnya, pada sidang hari ini (6/3), Bernard L. Tanya sebagai ahli Pemohon menyebut pencalonan Orient 

Patriot Riwu Kore (Pihak Terkait) cacat formal pencalonan yang secara hukum. Hal ini, lanjut Bernard, dapat 

menjadi alasan kuat untuk mendiskualifikasi kemenangan pihak yang bersangkutan. Bernard juga menyatakan 

kasus tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap ketentuan hukum pemilu dan menciderai norma konstitusi.  
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